Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Model birokrasi pemerintah dalam otonomi khusus: studi deskriptif
penataan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah provinsi Naggroe
Aceh Darussalam

T. Heri Suhanda, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=107816& | okasi=lokal

Tesisini merupakan hasil penelitian yang mengambarkan Model Birokrasi Pemerintah Dalam Otonomi
Khusus yang berfokus pada penataan struktur organisasi dan tata kerjadi Pemerintah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam. Penelitian ini bersumber dari timbulnya permasalahan dalam birokrasi pemerintah dalam
merealisasikan kebijakan otonomi khusus dalam hal struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang kurang
efektif dan efisien Disamping itu terdapat ketidakjelasan dalam pembuatan SOTK yang menyebabkan
terhambatnya pembahauran.

Penelitian ini mengunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sebelum dilaksanakan
penelitian ini diadakan analisa kepustakaan untuk memperoleh gambaran model birokrasi yang tepat
diterapkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya data diperoleh melalui studi kepustakaan,
wawancara mendalam dengan para informan dan observasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive
sampling dimanainforman dipilih berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Jumlah informan sebanyak 13
orang yang terdiri dari Aparatur pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan jumlah 10 orang
kemudian dari tokoh agama 1 orang, tokoh masyarakat 1 orang, dan 1 orang tokoh pendidikan. Adapun
tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan model birokras yang tepat bagi pemerintah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam secara teori dan mendiskripsikan kenyataan model birokrasi yang diterapkan.
Dengan penganalisaan akan diperoleh bentuk optimal dari model birokras secara kelembagaan dalam
konteks otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Berdasarkan analisa kepustakaan didapatkan bahwa model birokrasi yang tepat diterapkan oleh Pemerintah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam bidang kelembagaan harus memiliki struktur organisasi dan
hirarki yang jelas sehingga setiap pegawai mempunyai wewenang-wewenang khusus yang ditentukan
berdasarkan kriteria-kriteria kedudukan yang telah ditetapkan. Di samping itu harus terdapat adanya
peraturan yang jelas tentang tugas yang harus dilaksanakan sehingga setiap pegawai dapat mengambil
keputusan dalam tiap unit tugas yang didasarkan pada pembagian tugas dan fungsi berdasarkan keahlian
(spesialisasi). Penciptaan struktur kelembagaan harus mencerminkan keinginan masvarakat.
Mengakomodasi karakteristik masyarakat. Potensi wilayah, Kemampuan keuangan, Kebutuhan daerah, dan
Sumberdaya aparatur yang ada.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pel aksanaan otonomi khusus Pemerintah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam masih terdapat hambatan internal dan eksternal dari organisasi perangkat daerah, sehingga
dalam pelaksanaan pembangunan didaerah terhambat. Untuk itu diperlukan adanya penataan dalam bidang
kelembagaan perangkat daerah sehingga akan tercipta bentuk optimal dari kelembagaan pemerintah Provins
Nanggroe Aceh Darussalam.
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